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WALIKOTA MOJOKERTO 

PERA TU RAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 29 TAHUN 2009 

TENT ANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

bahwa sehubungan dengan penataan organisasi perangkat daerah Kota 
Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan sebagai penyesuaian atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu 
melakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali mengenai Sistem 

I 

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam suatu 
Peraturan Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4574); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

1 O. Peraturan Pemerintah Nemer 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4577); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lemba'ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto. 
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MEMUTUSKAN 

' PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG SISTEM DAN 
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Mojokerto ; 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ; 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ; 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah Kota Mojokerto; 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan. pelaksanaan. penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; 

6. Perencanaan dan Penganggaran adalah rencana pendapatan. 
rencana program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan 
sebagai dasar penyusunan APBD; 

7. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD adalah pelaksanaan 
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan oleh pengguna 
anggaran secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 
masyarakat; 

8. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah prosedur 
mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, 
sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung- 
jawaban pelaksanaan APBD. 

Pasal2 

(1) Setiap Pe�gguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara 
Penerimaan/Pengeluaran dan Orang atau Badan yang menerirna 
atau menguasai uang/barang/kekayaan Pemerintah Kota Mojokerto 
wajib menyelenggarakan Perencanaan, Pelaksanaan, Penata- 
usahaan dan PertanggungjalJ{aban Anggaran berpedoman pada 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

(2) Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diatur 
lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Walikota ini. 
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BAB II 
PENUTUP 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota 
Mojokerto Norn.or 17a Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dubah dengan 
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 46 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17a Tahun 2007 
tentang Sistem dan Prosedur Pengeloaan Keuangan Daerah dinyatakan 
tidak berlaku. 

' 
Pasal4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

Pada tanggal 1 o Agustus 2009 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ttd. 

ABDULGANISOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 

Pada tanggal 1 O Agustus 2009 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ttd. 

Ir. SUYITNO. M.Si. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 080 070 846 

SERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 22/G 

Sallnan sesuai dengan asll nya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO� 
NIP'. 196007291 1985,03 1 007 


